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ABSTRAK

Hutan sebapal spmberdaya alam harus dimanfaotkan untuk sehesar-besarnya
- bmuran rakyer seperli dimandatkan dalam Pasal 33 UL 1945 Dasar hukum
cizatan hutm terschul bertmpu pada makna Pasal 33 aym 3 vang dilujukan
mesar-hesarnva kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor H Tahun 1999 teniang
zanan, bermaksud menerapkan Wwjwan tersebut melalui pendekatan pala pengelolaan
=2 bersifat menveluruh dalam manajemen hutan dan ckosistemnya, juga aspek sosial
~odava maupun ckenomi dan Kelestaman  lingkungan  vang berkelamjutan.  Pokok
~e-gsalahan dalam penulisan tesis ini adalah bentuk  perlindungan pukum bapi
wasyvarakal alas pemanfaatan hasil butan di laban hotan hak (hutan rakyut] berkenaan
‘emgnn penchanpan liae, upaya pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan, scrta dasar
hukum menctapkan masyerakat yang melakukan penebangan dan pemanfaatan hasil
quten berupa Loy di lehan butan hak dikatakan sebagai tindak pidana penchangan liar
Vetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  penclitian hukom
cawlagisipenelitian hukom empiris 2tau lebih dikenal dengan sosio fegal resgarchy
nomsdactrined. vailu suaty penclitian pendekatan masalzh melalui peraturan den teors vang
da, kemudian menghubungkannya dengan kenvataan atau fakia vang ada di Japangan,
“Aasalah tindak pidana penehangan lidr yeng dilakukan oleh masyorakat dalam kawasan
notan hak i Kabupsien Kepolawas Mentawal merupekan masalah yang cukup romit
ik ditsaggulangi, karena terjadinya kasus tindak pidana penebangan kayu secara tlegal
ersebut dischabkan karena kurang jelasnya aran bukum rang mengatur tentang
crosedur pemantaatan hasil hutan dikawasan hutan hak, serta kurangnya sosialisasi dar
—emerintah mengenai ketentuan perundang-undangan yang menpatur masalah kehutanan.
Polaksanuen penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan yang dilakuken oleh
sparat penegak hukum terhiadap pelaku, khususnya tindak pidana penehangan liar adalah
~enpacu pada ketentuan LU Nomor 41 tahun 1999 tentang Fehutanan, yeitu Pasal 30
L.t {37 tentang larangan dan Pasal 78 ayvat (3) dan (71 tentang ancaman pidananya, Oleh
-mah itu untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak masyarakae dalam mengelola dan
— ceantaatkan husil hutan di kawasan hutan hak, perlu penpateran yang jelas mengenal
Sndar Jegalitas hasil holen, karena pada prakiek di lapangan untuk mengetahol sah atan
©caknya hasil hutan tidak sederhana, apalagi mengensi legalitas hasil hutan kayu yang
o] dari kawasan hutan hak. unk mewujudkan penezakan hukum yang memenuhi
osastian hkum dan rasa keadilan masvarakat, perlu dilakukan lerobosan-terobosan
~oeum dalam proses penegakan hukum dllegal lopging agar terswjudnya kepastian
sum dan rasa keadilan masyarakal.
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A. Latar Belakang Masalah

Foskayanm alam berups lutan merupakan karune dan amanadart ALH
Vo Maha Esaovang @ tennlon Sargun. (vich karenanyiy hutan woyib
s e dimenfaikan denwan sebuk-bakoyve berdasarkan aklilak b
sehacal ibadih dan pervanudan tasa svakur kepada Tuhan yang Mahy Esa

Hulan sehawai sumberdaya alam barus dimanfaatkan untuk sebesar-
hesamva kemabmuran rakvat seperti dimandatkan dalam Pasal 33 ULID 1943,
Dgzar Tnkm penznfaaion nan fersebur dF Tndonesid heremp pads rakan
Pasal 33 e 3 wane ditojukan sebesar-hesama Lemakmueran rakyet Lindang-
grcimg Namer 41 Tabun [29 lentang Kehutznan bermaksud mencraphan
e fersebet  melal pendehatan  mbor dionagemely tetapn udak
mengakomadic suat pola pengelolaan vang bersifat menyvelurah dalans forese
nETEAgemen alau gensielem lakagomen! Vang muengakomodasi-juga zspek
sesial  budava maupun  ckonoms dan Lelestarian hingkunpan  vong
herkelarjutan. '

pembaneunan di bidang kebianzn merupakan hagian dan pembangun;m
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pag kesmambumean keldupan mamusa dan makhluk adup laoesa
Pembanenunan kehutanan  mempany il landasan  Nlosolis.  Jandasan
Lonstitusional fdan landasan operssional. vang ketganva wlah dietaphkan
secarn nasional 1M samping  ketign  lamlasan tersebul menpade dasar
pembangunan keliutanan, maks ludasan vang bersifat ehos aperasional fuga
memadi landasan dalem pelaksanaan pembansuan kebutanan ©

Mantamt humtan secara langsung  adalah menphasikan kava vang
metnpunval nelar ekenomi tinges, serta hasil-hasil hutan thatan amtara: lan
roan, pelahy buah-buaban, madu, dan tain-lain. Semeniaa vu. ada delapan
manfial hutan secara lidak langsung, antera lain - mengatur 1ata arn, mencegah
enadinea wrest, memberihan ianfial terhadap kesehatan. membenhan rasa
eindaben rmemberikan manfiat de sekior parmwisall, mMEnampuns  lemiaid
kempa. menambzh devisa nepara dan manlasl & ndang pertahanankeamanan ’

Pengelolaan huan dalans pelaksonaanmya senanliasy mamperhatrkan
fungsi dan peruntukannya, Pengelolaan hutan vang mengthaikan lungsi dan
peruntukannya sanpat berpelens: mengakibatkan kerusabon hotan Rookavaan
alam Indonesia termasuk Pora dan faung harus dikelela seopiimal mungkin
mnpa horus menisak ekosestemnya antara lan dengan menzrapkan prinsip
konservas: sefunesa hulan letap tepjamin kelesunaneya,

Huian-hutan Indenesia memidiki keanekaragaman havan vang teriingg) de
duma meskipun luns daratannva hanva 1.3 persen dan luas darstan di
sermukaan bumi Kekovion havar ini mehputs 11 persen spesies lumbubin

duriw 11 persen spesies mamabin, dan ba perzen spesies burung di duniz
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AL kesimpulan
Berdasarkan lemuan i Japangan dan hasil anzbisa vang lelah penuhis
urakan di bah sehelummea, maka dalam babor penabs membual kesimpulan dan
penslitian sang elab dilakukan. Adapun kesimpuian weesebur adalah sebaga
harikl
L. Tenpakusn dan perlindungan lerhadap hak masverakot berlandaskan kepada
konsep lentang pengskuan dan perhndunpan terhadap hak-hak asasi manusia.
Datam kaitannyg denpan permasalaban ) bidang kehnisnan, terutama sekabi
mengeta pamanisaian don pengelolaon hasil husan kavo eleh msvarakar &
kawasan huian hak, maka kebpakan mengenm kehutanan pada era reformas:
i digrahkan kepmla pemberdavaan peran serta masvarakat dengan v
sEgen vk Kook Fobvor” ving beylandashan kepada amanal Pasel
33 UUD 1945, vanw pengololaan vang  anif dan Bjaksana  dengan
mermperhatikan kelestzrian hulan, ckonomn don sosial vang proposional untus

Lemakmuran rakyat sccars menveluruh pada masa kim dan skan datang

2  Pelaksansan penepakan hubum terthadap bodak pidana kelntanan vang
dilakukan ¢leh aparat penegak hukuem {Polis. PPNE Kehutanan, Jaksa dan
Hakirm terhadap pelaku ondak mdana kehutanan, Khususnva undak pdana
penghanpan lias adalah mengaco pada kelentuan Undang-uridang Nomaor 41
tghun 1990 jeniens Kehutanan, varu Pasal S0 gval ¢33 lentany larangan dan
I*asal T8 aval £53) dan i 7) tentane ancaman pudananer. Apahila setinp indakan
penghanpan, penwanekulan, perualan maupon permbehan hasil hotan kavn

sehalipun kavu-kavo terschbut berasal dan kawesan butan hak. namun fidas
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